#- ol PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL PTSP
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 — Naikolan
(Gedung B Lantai |, Il Komplek Kantor Guburnur Lama )
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380} 821827 WA : 081236364466

Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : pmptsp. nitprov@gmail.com
KUPANG 85117
KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : DPMPTSP.421.5/176/PTSP/1X/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 AMARASI
DI KABUPATEN KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang . a  bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan
kepada masyarakat di Kabupaten Kupang maka periu menetapkan izin Operasional
Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

b. bahwa permohonan Kepala SMA Negeri 1 Amarasi dari aspek administrasi dan
teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional

» Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);

: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
diatas, perilu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin
Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekaiah Menengah Atas (SMA}
Negeri 1 Amarasi di Kabupaten Kupang.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649); -

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
{Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5157);

5. Peraturan Pemenintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor S0),

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang
Badan Akreditasi Sekolah;



2 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
Menengah,

10. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januar
2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;

11.  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 20121 Tanggal 25 Juni
2021 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Gubemur kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP untuk Menandatangani Perizinan dan Non Penzinan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; ;

Memperhatikan 1. Surat Permohonan Kepala SMA Negeri 1 Amarasi Nomor : 422/SMAN
.1.A/107/09/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Permohonan Izin Operasional
SMA Negeri 1 Amarasi

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor - 848/3387/PK/2021 tanggal 17 September 2021.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU - Memberikan lzin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah
Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi, terletak di Ji.Jurusan Buraen-Amarasi Kab Kupang dengan
Jurusan llmu Pengetahuan Alam (IPA) dan llmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan
Bahasa;
KEDUA . lzin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan
. Peserta Didik Baru (PDB);
KETIGA - lzin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 21 September 2021
sampai dengan tanggal 20 September 2026, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
KEEMPAT :  Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Amarasi berkewajiban memenuhi 8 (delapan)
Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang beriaky;
KELIMA . Keputusan ini mulai beriaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau
kembali apabila pada kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 September 2021
Tembusan :

1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2 Gubemur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3. Wakil Gubemnur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

4.  Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

5 Bupati Kupang di Oelamasi; .
6 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
di Jakarta;

Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakaria:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang di Oelamasi;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;

Koordinator Pengawas Pendidikan SMA/SMT/MA Wilayah Kabupaten Kupang di Qelamasi;
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KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESTA

NOMOR 0260/0/1994, TANGGAL § OKTOBER 1994

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEROLAN

TAITUN PELAJARAN 1993/1904

g

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEEUDAYAAN

TAHUN 1994 -




KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/0/1994

TENTANG

PEMDBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAITUN PELATARAN 199371994

MENTERT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tmimbang ¢ bahwa unwk meningkatkan daya tampung Sckolah Lansian Tingho
Pertuea (SLTP) dajam menunjang pelaksanaan wajib belajar peadidis
dasar 9 tahun scrta daya tampung Sckolah Menengah Umum (SMA) f'~.
Sckalan Mencngah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SUTP, dipandang por
membuxa dan menegerikan sckolah tahun pelajaran [993/1004,

~

tngingat Lo Undang-undang Nomor 2 Tahun, IQSU
2. Peraturan Pemerintah;
a.  Nomor 27 Tahun [990; P

.  Nomor 28 Tahun 1990;
¢.  Noiror 22 :Tahun 1990;
3. Keputusan Prcsfcfcn chubhk Indonecsia:
. Nomor 44 Tahun 1974
b, Momer 15 Tahun 1984 sebagaimana tclah Dhebwrign katle deah
tesakhir dengan Keputusan Presiden Repuislik Fadesesis Moo
.15 Tahun 1994, '
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d.  Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan henteri Pendidikan dam Kebudayain:
a: - Momor 0296/0/1978 anggal 2 September 1978
b,  Nomor 0370/0/1978 anggal 22 Desember 1978,
¢.  Momor 03717071978 wnggal 22 Desember 1978:
d.  Nomor 090/Q/1979 tanggal 26 Meci 1979
~ Nomor087/0/i983 tanggal 28§ Pebruari 1983
Nomaor 0262/0/1984 tanggal 14 Juni [984;
. Nomor 0248/U/1985 tanggal § Juni 1985,
h,  Nomor 064/0/1987 tangual 16 Januari 19875,
i Nomor G8S/U/1994 tanggal 14 April 1994,

Persctujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negis denian +
Mainor B 1256/1/94 tanggal 28 Scptember 1994,

MEMUTUSKAN: ;
KEMUTUSAN  MENTERI PENDIDIKAN DAN KEDBUDATAAN

REPUBLIK  INDONESIA  TENTANG PEMUURAAN  DAN
PENEGERIAN SEKQUAIT TATIVN PEL AJARAN 19793/1994,




Pasal |
Membuka Taman Kanak-Saak (TK), Sckolab Menengah Tingkat Perrama
(SMP). Sehalah Menengah Umum (SMA), dan Sckolah Menengah Kejuiuan

(SMK) Negeri serta menzgerikan SMP dan SMA Swasta di beberapa Propinsi

di Indonesia ahun pelajazan 1993/1994 schagaimana tercantum dalam Lampizan

| Keputusan ini.
["usal 2

dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sorid
SMP, SMA, dan SMX Negeri sehagairana
_{_,‘di_:.nab;sud dalam Pasal Ir_n?__s_;ujg-m:\smg adalah scbagaimana ditetapkan
dalam Keputusan Manteri Irendidikan dan Kebudayaan @

1. Momor 0296/0/1973 tanggal 3 Scptember 197X

Nomer 03707071978 tanggal 22 Desember 1973:

Momor 03717071918 tanggal 22 Desember 197R:

Momor (090/0/1979 tanggal 26 Meci 1979.

(1) Kedudnban, s
stenre o+ wrpanend TR,

,__.
-

c. N

(2)  Struktur orpanisasi TK dan sckolaly schagaimana dimak=ud sty Pasal |
tercantum dalam iampiran Keputusan ini.

i"asal 3 .
Mcnugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan ¢
Kcbudayaan i Propinsi vntuk inelaksanakan pe mbukaah dan pensserinn seialah
sebagainana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilaxahaya masing-masi.

an

Pasal 4 ;
Biava pelaksanaan Kepuiusan ini bagi masing-masing Propinsi dibctankan paca .
PR |

- . . - .
mata angy ean yang sesuai schagaimana tereantum datam kolom 7 Fampiii

chulns:!'-. 1,

Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
a. TK Nzgeri 69 buah:
b. SMP Negeri 8,773 buah; .
c. SMA  Negeri 2,399 buah; '
d. SMIK Negeri 28 buah:
. - SMT Uertanian  Negeri 42 buah;
f. SMKK" Megeri 86 buah,

yang tersebar ¢i 2/ Propinsi di Indoncsia.

Pasal 6

Keputusan ini muiai berlaby pada tanggal ditctapkan.

Ditetapkan di Jakara
pada tanggai § Oktaber 1994

' MENTER! PENDIDIKAN FAN KERUDAYAAN
‘ F

td., E

8

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegorno




¢ SALINAN Kceputusan ini disampaikan kepada :

I Menteri Negara Pendayapunaan Aparatur Negara:

2. Sckretaris Jenderal Departemen Pendidiknn dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jendera! Departemen Pendidikan dan Kebudaynan;
4. Scmua Direkrur Jenderal dalan lingkungan Departemen Pendidikan dan Nebuday ari,
§ Kepala Budun Pereiitian dan Peugembunpan Pendidikan dan Kebudayaan:

G Semua Mooactan Direktorat jenderal, inspektorat Jenderal, dan Badan Pensliyoss o
Pengerh. ngan Pendidizn dan Kedud ayaan dabun hnghangan Depantzmes e
Kebudayaan;

7. Semua Dirckwur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspekiur dalam lghuepan Deparen on
Pendidikan dan Kebudayaan; . ,

. Kepala Kantor Wilayah Departemen Peadidikan dan Kebudayaan di Propnst soicizae,

2 Gubernur Kepaia Daciah Tingkat [ di Propinsi sctempat;

1. Badan Administrasi acpegawaian Negara;

I'h Badan Peinenksa Neuangan;

12, Dircktoret fendera! Angparan Departemen Keuangan:

. 3. Kantor Perbendaharaan dun Kas Negara sctempat;

L4 Yang bersanghutan untak dirergunakan seperlunya.

Salinan sesuar dengan aslinga
Mo Hukum b Hobongan Masyarakai
. Departemen I s hidikan das Kebudayaan

I :.pa!a Bagian Ic:_;,umu.ln Rancangan
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